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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dalam kegiatan pelaksanaan jual beli 
hak atas tanah tidak selamanya pihak 
penjual dan pembeli langsung melakukan 
kegiatan pembuatan Akta Jual Beli. 
Pelaksanaan Jual beli dapat pula 
dilaksanakan dengan membuat Akta 

Pengikatan Jual Beli antara pihak Penjual 
dengan Pihak pembeli. Pelaksanaan 
pengikatan Jual beli dilakukan terlebih 
dahulu disebabkan beberapa faktor 
tertentu. 

Pengikatan Jual beli adalah suatu 
kegiatan perjanjian awal sebelum terjadinya 
Jual Beli, Tujuannya dibuatkan Perjanjian 
Pengikatan Jual Beli adalah untuk mengikat 
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ABSTRAK 

Di dalam Jual Beli Hak atas tanah, banyak sekali praktik yang dapat 

dilakukan. Dalam penelitian ini akan dibahas praktik yang biasa 

dilakukan dalam pelaksanaan Jual beli, yaitu menggunakan Kuasa 

Menjual sebelum dilakukan Jual beli tersebut. Di dalam penelitian ini 

perjanjian pengikatan Jual Beli dilakukan secara di Bawah Tangan antara 

pihak penjual dan pihak pembeli dengan menggunakan sistem angsuran 

di mana para pihak yang menentukan sendiri klausul-klausul yang 

disepakati bersama sebagai ketentuan yang harus dipatuhi dalam 

pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli secara di bawah tangan hak 

atas tanah yang telah bersertifikat dengan menggunakan sistem 

angsuran. Akta PJB dan Kuasa menjual berkedudukan atau berfungsi 

sebagai perjanjian pendahuluan untuk menyiapkan atau terselenggaranya 

AJB Balik Nama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kedudukan hukum kuasa menjual yang didasarkan kepada akta 

keterangan lunas yang dibuat oleh notaris dan mengetahui perlindungan 

hukum yang diberikan terhadap para pihak dalam pelaksanaan jual beli 

atas tanah diantara para pihak secara di bawah tangan dengan 

menggunakan kuasa menjual yang didasarkan kepada akta keterangan 

lunas yang dibuat oleh notaris.  

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jual beli, Kuasa Menjual. 
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kedua belah pihak, agar apabila kebutuhan 
untuk Akta Jual Beli sudah terpenuhi dapat 
dilangsungkan untuk dibuatkan Akta Jual 
Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah.  

Akta Pengikatan Jual Beli dibuatkan 
oleh Notaris dan Kuasa Menjual juga 
dibuatkan oleh Notaris. Akta akta tersebut 
dibuat antara kedua belah pihak, dan para 
pihak setuju untuk dibuatkan Akta 
tersebut, akta tersebut dibuatkan 
dihadapan Notaris oleh sebab itu disebut 
Akta Notaris. Isi akta tersebut pada 
hakikatnya berupa pernyataan dari para 
pihak dan mengikatkan diri terhadap 
perbuatan hukum yang akan mereka 
lakukan, dengan demikian suatu Akta 
Pengikatan Jual Beli dan Kuasa menjual 
pada dasarnya merupakan alat bukti yang 
menunjukan terikatnya para pihak dalam 
suatu perjanjian tentang harga dan 
barang/obyek.  

Adanya kata sepakat para pihak 
tentang objek perjanjian serta telah dibayar 
lunas harga tanah dan/atau bangunan oleh 
pembeli dan diterima oleh penjual, 
sebaliknya penjual menyerahkan tanah dan 
bangunannya kepada dan telah diterima 
oleh pembeli, maka unsur unsur jual beli 
cukup dijadikan alasan dijadikannya 
Pengikatan Jual beli dan Kuasa Menjual  
setelah terpenuhi pula syarat syarat lain 
dibuatnya suatu Akta Notaris. Suatu 
perjanjian pengikatan Jual beli dapat terjadi 
apabila ada beberapa syarat terjadinya Jual 
beli belum terpenuhi yaitu Sertifikat sedang 
dalam proses, pembayaran dilakukan 
dalam cara dicicil.  

Pengikatan Jual Beli lahir sebagai 
akibat terhambat atau terdapat beberapa 
persyaratan yang berkaitan dengan jual beli 
yang akhirnya agak menghambat 
penyelesaian transaksi Jual beli. 
Persyaratan itu timbul ada yang dari 
Undang Undang, ada pula yang timbul dari 
kesepakatan bersama para pihak. 
Persyaratan yang timbul dari undang 
undang misalnya jual beli harus telah lunas 
baru Akta Jual Beli dapat dibuatkan, Pada 
umumnya persyaratan yang sering timbul 
adalah persyaratan yang lahir dari 
kesepakatan para pihak, contohnya pihak 
pembeli menginginkan transaksi tersebut 
dalam kondisi bersertifikat namun penjual 

belum memiliki dana untuk 
mensertifikatkan tanah tersebut, maka 
untuk tercapainya kesepakatan pihak 
pembeli membayar setengah dari transaksi 
terlebih dahulu lalu tanah tersebut 
disertifikatkan oleh pembeli. 

Pengikatan jual beli dilakukan 
digadapan Notaris pada umumnya 
disebabkan dua hal yaitu pengikatan 
dilakukan karena pembeli belum 
membayar lunas transaksi, selama Pembeli 
belum membayar lunas harga transaksi 
maka Akta Jual Beli belum dapat 
dilaksanakan. Adapula yang dilakukan 
diikuti Akta Kuas, dimana pada dasarnya 
harga jual beli tersebut telah lunas namun  
akta pengikatan jual beli tersebut belum 
dapat ditingkatkan ke akta jual beli maupun 
balik nama sertifikat. 

Dalam hal pembuatan pengikatan Jual 
beli terhadap hak atas tanah yang telah 
lunas dibayar harganya oleh pembeli 
terhadap penjual namun, Akta Pengikatan 
Jual beli tersebut belum dapat ditingkatkan 
menjadi Akta Jual beli dan diikuti dengan 
Balik nama. Hal ini dapat menimbulkan 
masalah hukum yang bisa terjadi diantara 
kedua belah pihak. Meskipun di dalam akta 
pengikatan jual beli tersebut pihak pembeli 
telah melunasi, namun pengikatan jual beli 
tersebut belum juga dirubah ke akta jual 
beli, maka kemungkinan pihak penjual 
melakukan pengikatan jual beli dengan 
pihak lainnya dan secara diam diam hal 
tersebut disebabkan karena pengikatan jual 
beli yang lama telah dilunasi oleh pihak 
pembeli namu dalam jangka waktu yang 
lama belum juga dibuatkan akta jual beli 
dan dibalik nama ke kantor pertanahan.  

Oleh karena itu sulit untuk memeriksa 
kepemilikan atas tanah tersebut yang 
terdaftar atas nama pemilik yang baru. 
Dengan belumnya dilaksanakan akta jual 
beli atas tanah dari pengikatan jual beli 
tersebut maka pelaksanaan balik nama ke 
kantor pertanahan juga belum dapat 
dilakukan, oleh karena itu nama 
kepemilikan masih terdaftar atas nama 
pemilik yang lama. 
 
Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut 

di atas dapat dirumuskan beberapa 
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permasalahan sebagai berikut : 

1. Kedudukan hukum kuasa menjual 

yang didasarkan kepada akta 

keterangan lunas yang dibuat oleh 

notaris 

2. Perlindungan hukum yang 

diberikan terhadap para pihak 

dalam pelaksanaan jual beli hak 

atas tanah diantara para pihak 

secara di bawah tangan dengan 

menggunakan kuasa menjual yang 

didasarkan kepada akta keterangan 

lunas yang dibuat oleh notaris 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut 

di atas dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kedudukan hukum 

kuasa menjual yang didasarkan 

kepada akta keterangan lunas yang 

dibuat oleh notaris? 

2. Bagaimana perlindungan hukum 

yang diberikan terhadap para 

pihak dalam pelaksanaan jual beli 

hak atas tanah di antara para pihak 

secara di bawah tangan dengan 

menggunakan kuasa menjual yang 

didasarkan kepada akta keterangan 

lunas yang dibuat oleh notaris? 

 

KERANGKA TEORI 

Teori Perlindungan Hukum 

Pada permasalahan pertama tentang 

perlindungan hukum bagi kreditor dalam 

hal terjadi wanprestasi sebelum 

pendaftaran tanah selesai, teori 

perlindungan hukum dapat dijadikan 

landasan berpijak untuk menjawabnya. 

Fungsi hukum adalah untuk mengatur 

hubungan antara negara atau masyarakat 

dengan warganya dan hubungan antara 

sesama warga masyarakat tersebut agar 

kehidupan dalam masyarakat berjalan 

dengan tertib dan lancar. 

Menurut Philipus M. Hadjon 

(1987;25) dalam bukunya “Perlindungan 

Hukum Bagi Rakyat Indonesia” bahwa 

perlindungan hukum dalam kepustakaan 

hukum berbahasa Belanda dikenal dengan 

sebutan “rechtbescherming van de burgers”. 

Pendapat ini menunjukkan kata 

perlindungan hukum merupakan 

terjemahan dari bahasa Belanda. Kata 

perlindungan mengandung pengertian 

terdapat suatu usaha untuk memberikan 

hak-hak pihak yang dilindungi sesuai 

dengan kewajiban yang telah dilakukan. 

Ada dua macam bentuk perlindungan 

hukum yaitu perlindungan hukum yang 

bersifat preventif dan represif. Preventif artinya 

perlindungan yang diberikan sebelum 

terjadinya sengketa, artinya perlindungan 

hukum ini bertujuan untuk mencegah 

terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya 

perlindungan hukum represif bertujuan 

untuk menyelesaikan sengketa 

Fitzgerald menjelaskan teori 

perlindungan hukum bahwa hukum 

bertujuan mengintegrasikan dan 

mengkoordinasikan berbagai kepentingan 

dalam masyarakat karena dalam suatu lalu 

lintas  

Perlindungan hukum bagi rakyat 

Indonesia ialah prinsip pengakuan dan 

perlindungan terhadap harkat dan 

martabat manusia. Pasal 1366 

KUHPerdata menentukan bahwa: “setiap 

orang bertanggung jawab tidak saja untuk 

kerugian yang disebabkan karena 

perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian 

yang disebabkan karena kelalaian atau 

kurang hati-hatinya”. Hal ini menunjukkan 

bahwa siapapun yang menimbulkan 

kerugian akibat kelalaian maka bagi orang 

lain, menurut hukum untuk mengganti 

kerugian tersebut. 

Fungsi primer hukum, yakni 

melindungi rakyat dari bahaya dan 

tindakan yang dapat merugikan dan 

menderitakan hidupnya dari orang lain, 

masyarakat maupun penguasa. Kemudian 

berfungsi pula untuk memberikan keadilan 

serta menjadi sarana untuk mewujudkan 
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kesejahteraan tersebut ditujukan pada 

subjek hukum yaitu pendukung hak dan 

kewajiban. 

 

Teori Jual Beli Tanah 

Jual beli yang mengakibatkan 

beralihnya hak atas tanah dari penjual 

kepada pembeli itu merupakan termasuk 

bagian dari hukum tanah.Jual beli tanah 

merupakan suatu perbuatan hukum yang 

berupa penyerahan tanah yang 

bersangkutan oleh penjual kepada pembeli 

untuk selama-lamanya ketika pihak 

pembeli menyerahkan harganya kepada 

penjual. Oleh karena itu, jual beli hak milik 

atas adalah perbuatan hukum untuk 

meindahkan hak atas tanah kepada pihak 

lain. Menurut Mertokusumo (1991; 41) 

Pemindahan hak dilakukan apabila status 

hukum pihak yang akan menguasai tanah 

tersebut memenuhi persyaratan sebagai 

pemegang hak atas tanah tersebut bersedia 

untuk memindahkan haknya, beberapa 

Hak yang dapat dipindah tangankan: 

a. Hak milik 

b. Hak guna usaha 

c. Hak guna bangunan 

d. Hak pakai atas tanah Negara (hak 

pakai yang primer).  

Dengan dilakukannya jual beli tanah, 

hak milik atas tanah akan beralih kepada 

pembeli menurut hukum, dan pembeli 

telah menjadi pemilik yang baru. 

Pelaksanaan dari jual beli hak milik atas itu 

tentu disesuaikan dengan keadaan dan 

sistem pendaftaran tanah yang berlaku saat 

ini. Penjual dan pembeli datang ke kantor 

PPAT untuk membuat akta mengenai 

tanah yang dijual. Disini penjual harus 

mempunyai hak untuk menjual dan 

pembeliharus memenuhi syarat sebagai 

subjek hak atas tanah yang akan dijual itu. 

PPAT dalam hal ini memastikan hak dari 

penjual dan syarat yang harus dipenuhi 

oleh pembeli baik yang dilakukan sendiri 

atau diwakilkan kepada seorang kuasa yang 

bertindak atas nama dari si penjual atau si 

pembeli. Dalam hal diwakilkan maka 

seorang kuasa wajib menyerahkan surat 

kuasa yang memberi hak kepada mereka 

untuk melakukan jual beli.  

Bilamana PPAT meragukan hak dari 

orang yang mengalihkan haknya, maka 

pembuatan akta itu dapat disaksikan oleh 

seorang Pejabat anggota Pemerintah Desa 

dari tempat letak tanah yang akan dijual 

tersebut dan disaksikan oleh Kepala Desa 

yang berwenang di wilayah tanah tersebut 

dijual. 

Setiap perjanjian yang bermaksud 

memindahkan hak milik atas tanah yang 

merupakan suatu perbuatan jual beli antara 

pemilik tanah dan calon pembeli yang 

sebelumnya sudah dicapai kata sepakat 

mengenai jual beli tersebut seperti harga 

tanah yang akan dijual dan saat jual beli itu 

dilaksanakan haruslah diselenggarakan 

dihadapan PPAT dengan maksud agar 

dibuatkan akta dan akta tersebut 

diperlukan sebagai bukti bahwa benar 

tanah yang bersangkutan tersebut telah 

dijual oleh pemilik kepada pembeli. Sebab 

dengan dibuatnya akta jual beli tanah oleh 

PPAT maka pada saat itu juga hak beralih 

dari penjual kepada pembeli.Oleh karena 

itu, dalam peristiwa jual beli mengenai 

peralihan hak dari penjual kepada pembeli. 

Dalam peristiwa jual beli mengenai 

peralihan hak dari penjual kepada pembeli 

maka perbuatan itu wajib diketahui oleh 

kedua belah pihak.  

 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah penelitian 
hukum normative, di mana pendekatan 
terhadap masalah dilakukan dengan 
mengkaji ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku mengenai hukum pertanahan 
dan hukum peralihan hak atas tanah 
melalui suatu akta jual beli sebagaimana 
dimuat di dalam Undang Undang Pokok 
Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, PP 24 
Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan 
peraturan pelaksanaan di bidang 
pendaftaran tanah dan perdata.   
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Sifat penelitian ini adalah deskriptif 
analitis, maksudnya adalah dari penelitian 
ini diharapkan diperoleh gambaran secara 
rinci dan sistematis tentang permasalahan 
yang akan diteliti.  

Analisis dilakukan berdasarkan 
gambaran, fakta yang diperoleh dan akan 
dilakukan secara cermat bagimana 
menjawab permasalahan dalam 
menyimpulkan sesuatu solusi sebagai 
jawaban dari permasalahan tersebut. 
 

PEMBAHASAN 

 

Peran PPAT Dalam Pelaksanaan Jual 

Beli Atas Tanah Dibawah Tangan 

Menggunakan Kuasa Menjual 

Hak atas tanah yang bisa dijadikan 

Objek Jual beli yaitu Hak Milik, Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai 

Atas Tanah Negara dengan izin Pejabat 

yang berwenang. Jual Beli hak atas tanah 

adalah meliputi formalitas transaksi jual 

beli tersebut. Formalitas tersebut meliputi 

akta yang menjadi bukti perjanjian jual beli 

serta pejabat yang berwenang membuat 

akta tersebut.  

Dalam rangka pendaftaran 

pemindahan hak, maka syarat formil jual 

beli hak atas tanah harus dibuktikan 

dengan akta yang dibuat oleh dan 

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT). Akta yang dibuat oleh PPAT 

tersebut merupakan atau dikualifikasikan 

sebagai akta otentik.  

Syarat bahwa jual beli harus dibuktikan 

dengan akta PPAT ditegaskan dalam pasal 

37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 1997, yang menyatakan : “Peralihan 

hak atas tanah dan Hak Milik atas satuan 

Rumah Susun melalui Jual Beli, tukar 

menukar, hibah, pemasukan dalam 

perusahaan, dan perbuatan hukum 

pemindahan hak lainnya, kecuali 

pemindahan hak melalui lelang hanya 

dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan 

akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) yang berwenang 

menurut ketentuan peraturan perundang 

undangan yang berlaku.  

Tugas pokok PPAT diatur dalam pasal 

2 PP Nomor 37 Tahun 1998, yaitu 

melaksanakan sebagian kegiatan 

pendaftaran tanah dengan membuat 

sebagai bukti bahwa telah dilakukan 

perbuatan hukum tertentu mengenai Hak 

atas tanah atau hak milik satuan rumah 

susun yang akan dijadikan dasar bagi 

pendaftaran perubahan data pendaftaran 

tanah yang diakibatkan perbuatan hukum 

itu.  

Kewenangan PPAT menurut pasal 3 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

1998 bahwa : “Untuk melaksanakan tugas 

pokok tersebut Pejabat Pembuat Akta 

Tanah mempunyai kewenangan membuat 

Akta Otentik mengenai semua perbuatan 

hukum sebagaimana telah disebutkan di 

atas, mengenai Hak atas tanah dan Hak 

Milik atas satuan Rumah Susun yang 

terletak di Daerah kerjanya. Pejabat 

Pembuat Akta Tanah Khusus hanya 

berwenang membuat Akta mengenai 

perbuatan hukum yang disebut secara 

Khusus penunjuknya.   

Akta PPAT dijadikan dasar 

pendaftaran atau perubahan data 

pendaftaran tanah ke kantor pertanahan 

Kota/Kabupaten. Pihak yang melakukan 

Jual Beli tanpa dibuktikan dengan akta 

PPAT tidak akan dapat memperoleh 

sertifikat, sekalipun Jual Belinya Sah 

menurut Hukum. 

Dengan dibuatnya Akta Jual Beli oleh 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

maka pada saat itu telah terjadi 

pemindahan Hak atas tanah dari pemegang 

haknya kepada pembeli.  Namun 

pemindahan hak tersebut hanyalah 

diketahui oleh kedua belah pihak (penjual 

dan pembeli) sementara pihak ketiga tidak 

mengetahui tentang adanya jual beli 

tersebut.  Agar pihak ketiga 

mengetahuinya, maka jual beli tersebut 

harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan 
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setempat karena pendaftaran tanah 

mempunyai sifat terbuka. Pendaftaran 

peralihan hak atas tanah (akta Jual Beli yang 

dibuat oleh PPAT) ke kantor Pertanahan 

maka terpenuhilah asas publisitas dalam 

pendaftaran hak atas tanah, yaitu setiap 

orang dapat mengetahui data fisik berupa 

letak, ukuran, batas batas-tanah dan data 

yuridis berupa subjek hak, status hak, dan 

pemindahan ha katas tanah yang 

bersangkutan ke Kantor Pertanahan. 

 

Perlindungan Hukum Terhadap 

Kedua Belah Pihak Dalam 

Pelaksanaan Jual Beli  

Perlindungan hukum adalah segala 

daya upaya yang dilakukan oleh ketentuan 

peraturan perundang undangan yang 

berlaku dibidang hukum pertanahan serta 

aparat penegak hukum dalam rangka 

memberikan perlindungan terhadap hak 

dan kewajiban  dari para pihak yang terlibat 

dalam suatu transaksi jual beli hak atas 

tanah di mana masing masing hak dan 

kewajiban para pihak tersebut harus 

dilindungi secara hukum yang berlaku 

sehingga tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan dalam jual beli hak atas tanah 

tersebut.  

Dalam pelaksanaan jual belia hak atas 

tanah yang dilakukan dihadapan PPAT 

dengan menggunakan akta kuasa menjual 

yang dibuat oleh Notaris berdasarkan akta 

keterangan lunas yang juga dibuat oleh 

Notaris yang didasarkan kepada adanya 

pernyataan dari pihak penjual dan pihak 

pembeli bahwa pengikatan Jual Beli hak 

atas tanah tersebut telah selesai 

pelaksanaan pembayaran yang ditandai 

dengan pelunasan pembayaran seluruh 

harga (pelunasan) oleh pihak pembeli 

terhadap hak atas tanah tersebut dalam 

perjanjian pengikatan jual beli yang telah 

disepakati bersama oleh pihak penjual dan 

pihak pembeli. 

Dengan terjadinya pelunasan 

pembayaran harga hak atas tanah secara 

keseluruhan oleh pihak pembeli kepada 

pihak penjual maka secara hukum telah 

terjadi peralihan hak atas tanah tersebut 

dari pihak penjual ke pihak pembeli. Untuk 

melakukan perlindungan hukum kepada 

pihak pembeli atas bukti peralihan hak 

kepemilikan atas tanah tersebut, maka 

pihak pembeli meminta kepada pihak 

penjual untuk dibuatkan suatu akta otentik 

tentang keterangan Lunas yang dibuat oleh 

notaris.   

Pihak penjual yang telah menerima 

seluruh harga pembayaran atas tanah yang 

telah dijualnya kepada pihak pembeli atas 

peralihan hak atas tanah tersebut nantinya 

apabila dibuat suatu akta jual beli 

dihadapan PPAT sebagai bukti otentik 

telah terjadi peralihan hak kepemilikan atas 

tanah.  

Pembuatan akta keterangan lunas yang 

diminta oleh pihak pembeli kepada pihak 

penjual dengan menggunakan akta otentik 

Notaris yang diikuti dengan akta kuasa 

menjual yang juga dibuat oleh Notaris 

merupakan suatu alat bukti bagi pihak 

pembeli untuk melindungi hak-haknya 

dalam pelaksanaan pembuatan akta jual 

beli dihadapan PPAT nantinya sekaligus 

dalam pelaksanaan balik nama di kantor 

pertanahan di mana tempat tanah tersebut 

berada.  

Perlindungan hukum yang diberikan 

terhadap pihak pembeli hak atas tanah 

yang bersertifikat tersebut adalah bahwa 

pihak pembeli telah memperoleh hak 

haknya berupa akta keterangan lunas yang 

diikuti dengan akta kuasa menjual yang 

dibuat dihadapan notaris atas persetujuan 

penjual sebagai bukti autentik apabila pihak 

pembeli nantinya akan melaksanakan 

pembuatan akta jual beli dan balik nama 

dihadapan PPAT. 

Pelaksanaan pembuatan akta jual beli 

dan proses balik nama yang dilakukan oleh 

PPAT didasarkan pada akta keterangan 

lunas yang dibuat oleh notaris yang diikuti 

oleh akta menjual yang juga dibuat oleh 



Jurnal Adikari | Volume 2 Nomor 1 | Juli 2022 | 241 

notaris yang sama, sehingga pihak pembeli 

yang telah membayar lunas harga tanah 

tersebut dapat melaksanakan hak-hak nya 

dalam melakukan pembuatan akta jual beli 

sekaligus balik nama dihadapan PPAT 

sesuai ketentuan hukum yang berlaku.  

Perlindungan hukum bagi pihak 

penjual adalah bahwa pihak penjual telah  

menerima sejumlah uang sebagai ganti 

kerugian atas tanah bersertifikat yang telah 

dijualnya kepada pihak pembeli. Dengan 

terjadinya pelaksanaan pembayaran 

seluruh harga hak atas tanah yang telah 

disepakati dalam perjanjian pengikatan jual 

beli maka perlindungan hukum terhadap 

pihak penjual telah terpenuhi dengan 

diterimanya sejumlah uang sebagai 

pembayaran atas hak atas tanah yang 

dimilikinya. Kewajiban dari pihak penjual 

adalah memberikan perlindungan hukum 

kepada pihak pembeli berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang undangan 

yang berlaku agar pihak pembeli dapat 

melaksanakan hak hakntya dalam 

pembuatan akta jual beli dan proses balik 

nama di kantor pertanahan tanah tersebut 

berada.  

Dari uraian di atas dapat dikatakan 

bahwa perlindungan hukum yang 

diberikan kepada pihak penjual adalah 

bahwa pihak penjual telah menerima 

sejumlah uang sebagai pembayaran yang 

sah atas tanah yang telah dijualnya kepada 

pihak pembeli. Selanjutnya pihak penjual 

wajib menyerahkan seluruh dokumen-

dokumen dan berkas berkas yang berkaitan 

dengan tanah tersebut yang berkaitan 

dengan tenah tersebut kepada pihak 

pembeli sebagai pegangan bagi pihak 

pembeli dalam pelaksanaan pembuiatan 

akta jual beli yang nantinya akan dilakukan 

dihadapan PPAT sekaligus proses 

pengurusan balik nama hak atas tanah 

tersebut dari pihak penjual kepada pihak 

pembeli sebagai pemilik hak atas tanah. 

 Pembuatan akta keterangan lunas 

yang diikuti dengan kuasa menjual oleh 

notaris merupakan suatu bukti yang 

menguatkan bahwa pihak pembeli telah 

membayar lunas seluruh harga tanah yang 

dibelinya dari pihak penjual dan karena itu 

pihak pembeli telah berhak untuk memiliki 

hak atas tanah bersertifikat tersebut. 

Namun karena dalam suatu proses 

peralihan hak kepemilikan atas tanah yang 

telah bersertifikat harus dilaksanakan 

dihadapan PPAT, maka dibutuhkan bukti-

bukti yang menguatkan bagi pihak pembeli 

agar dalam pelaksanaan pembuatan akta 

jual beli dihadapan PPAT dapat 

menunjukan bukti bukti autentik bahwa 

tanah tersebut merupakan tanah yang sah 

telah menjadi miliknya yang diperoleh 

dengan cara melakukan pembelian 

terhadap pihak penjual yang didasarkan 

kepada akta perjanjian pengikatan jual beli 

yang dibuat oleh notaris, di mana pihak 

pembeli telah membayar lunas seluruh 

harga hak atas tanah tersebut.  

Akta keterangan lunas yang diikuti 

dengan kuasa menjual yang dibuat oleh 

Notaris merupakan suatu bentuk 

perlindungan hukum bagi pihak pembeli 

dalam melindungi hak haknya melakukan 

proses peralihan hak kepemilikan atas 

tanah tersebut dengan menggunakan akta 

jual beli yang dibuat oleh PPAT tanpa 

harus dihadiri oleh pihak penjual karena 

telah diikuti dengan pembuatan kuasa 

menjual  yang juga dibuat oleh Notaris 

dalam bentuk akta autentik. Perlindungan 

hukum bagi pihak pembeli adalah 

perlindungan terhadap hak-haknya yang 

telah diperoleh sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku, sehingga hak hak 

tersebut harus tetap dilindungi hingga 

proses peralihan ha katas tanah dan juga 

proses balik nama tanah tersebut dari pihak 

penjual kepada pihak pembeli harus dapat 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku tanpa merugikan hak 

hak kepentingan dari pihak pembeli 

tersebut.  
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Dari uaraian diatas dapat dikatakan 

bahwa dalam suatu jual beli hak atas tanah 

yang diawali dengan suatu perjanjian 

pengikatan jual beli, maka pihak penjual 

dan pembeli telah sepakat untuk 

melaksanakan suatu perjanjian jual beli hak 

atas tanah yang telah bersertifikat. Namun 

demikian karena ketentuan di bidang 

hukum pertanahan mengharuskan suatu 

jual beli hak atas tanah yang telah 

bersertifikat dilakukan dengan 

menggunakan akta jual beli oleh PPAT, 

maka akta pengikatan jual beli hak atas 

tanah baik yang dilakukan secara di bawah 

tangan maupun oleh Notaris merupakan 

suatu perjanjian pendahuluan bagi pihak 

penjual dan pihak pembeli dalam 

melaksanakan ketentuan yang termuat 

dalam akta perjanjian pengikatan jual beli 

dengan itikad baik.  

Pelaksanaan jual beli hak atas tanah 

yang telah bersertifikat dalam penelitian ini 

dilakukan karena pihak pembeli tidak 

memiliki uang yang cukup untuk membeli 

hak atas tanah yang telah bersertifikat 

tersebut sehingga dalam proses 

pembayarannya dilakukan angsuran atau 

cicilan setiap bulannya dengan jumlah 

pembayaran yang telah disepakati oleh 

kedua belah pihak. Pelaksanaan perjanjian 

pengikatan jual beli tersebut setelah 

berakhir masa pembayarannya di mana 

pihak pembeli telah membayar lunas harga 

tanah yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak dalam perjanjian pengikatan 

jual beli tersebut, maka dilanjutkan dengan 

proses pelaksanaan pembuatan akta jual 

beli yang dihadapan PPAT sekaligus proses 

balik nama hak kepemilikan atas tanah 

tersebut dari pihak penjual kepada pihak 

pembeli. Untuk melaksanakan pembuatan 

akta jual beli dihadapan PPAT sekaligus 

proses balik nama dibutuhkan bukti 

autentik yang menegaskan bahwa ha katas 

tanah tersebut merupakan milik yang sah 

dari pihak yang akan membuat akta jual beli 

tersebut. 

PENUTUP 

Kesimpulan  

1. Kedudukan Hukum kuasa menjual 

yang didasarkan pada akta keterangan 

lunas yang dibuat oleh Notaris adalah 

sah dan berkekuatan hukum karena 

dibuat berdasarkan perbuatan hukum 

yang sah pula di mana akta keterangan 

lunas sebagai dasar dibuatnya surat 

kuasa tersebut juga merupakan suatu 

tanda bukti yang sah yang didasarkan 

kepada pelaksanaan jual beli hak atas 

tanah secara di bawah tangan yang 

dilakukan dengan menggunakan 

sistem pembayaran angsuran yang 

didasarkan kepada pelaksanaan jual 

beli hak atas tanah secara di bawah 

tangan yang dilakukan dengan 

menggunakan sistem pembayaran 

angsuran antara pihak penjual dan 

pihak pembeli serta telah selesai 

dibayar lunas seluruh harga hak atas 

tanah tersebut oleh pihak pembeli 

kepada pihak penjual. Oleh karena itu 

surat kuasa yang dibuat oleh notaris 

dalam bentuk akta autentik tersebut 

didasarkan kepada akta keterangan 

lunas yang sah dan memiliki kekuatan 

hukum dan oleh karena itu surat kuasa 

menjual tersebut memiliki kekuatan 

hukum untuk dijadikan dasar peralihan 

hak atas tanah tersebut. 

2. Perlindungan hukum yang diberikan 

terhadap para pihak dalam 

pelaksanaan jual beli hak atas tanah 

secara di bawah tangan dengan 

menggunakan sistem pembayaran 

angsuran yang menggunakan akta 

keterangan lunas dan diikuti dengan 

kuasa menjual yang dibuat oleh notaris 

dengan menggunakan akta autentik 

adalah bahwa pihak penjual telah 

menerima sejumlah uang sebagai 

pembayaran atas pembelian hak atas 

tanah yang dimilikinya oleh pihak 

pembeli dan oleh karena itu pihak 

pembeli wajib memperoleh 
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perlindungan hukum dengan 

mengeluarkan bukti autentik berupa 

akta keterangan lunas yang dibuat oleh 

notaris yang diikuti dengan kuasa 

menjual yang dapat digunakan oleh 

pihak pembeli dalam pelaksanaan 

perlihan hak atas tanah yang telah 

dibelinya tersebut. 

 

Saran 

1. Hendaknya dalam suatu perjanjian jual 

beli hak atas tanah yang telah 

bersertifikat secara di bawah tangan 

dengan menggunakan sistem 

pembayaran secara angsuran sebaiknya 

perjanjian tersebut dilakukan dengan 

menggunakan akta otentik notaris 

berupa perjanjian pengikatan jual beli 

yang diikuti dengan kuasa menjual, 

sehingga pelaksanaan jual beli ha katas 

tanah secara di bawah tangan dengan 

menggunakan sistem angsuran 

tersebut memiliki dasar dan kekuatan 

hukum yang kuat apabila telah terjadi 

pelunasan harga pembayaran ha katas 

tanah tersebut dari puhak pembeli 

kepada pihak penjual, sehingga akta 

perjanjian pengikatan jual beli yang 

diikuti oleh kuasa menjual tersebut 

dapat dijadikan dasar hukum yang kuat 

apabila akan dilakukan peralihan ha 

katas tanah tersebut nantinya.  

2. Hendaknya dalam suatu pelaksanaan 

jual beli hak atas tanah yang telah 

bersertifikat dengan menggunakan 

sistem pembayaran angsuran antara 

pihak penjual dan pihak 

pembelidilakukan dihadapan notaris 

dengan menggunakan Akta perjanjian 

pengikatan jual beli (PPJB) yang diikuti 

dengan surat kuasa 
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